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PERDA NO. 1, LD TAHUN 2024/NO. 1, TLD 130, 181 HALAMAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH. 

  ABSTRAK  - Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan  Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan 
Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Daerah. Bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan 
Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 
1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah di daerah. 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Nomor 5495), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161),  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6628), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646), 



Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang 
dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848), Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881), Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan 
Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112). 

  - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jenis-jenis Pajak yang 
dipungut oleh Pemerintah Daerah. Subjek Pajak dan Objek Pajak. Kepala Daerah 
dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. 
Retribusi terdiri dari  Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi 
Perizinan Tertentu. 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2024. 
  -  Penjelasan: 30 halaman. 
  


